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1. Kesim pulan 

BABIV 

PENUTUP 

93 

a. Undang-Ulidang Kepailitan kurang memberikan perlindungan hukum kepada 

pihak debitur yang mengalami keadaan tidak mampu membayar utangnya yang 

telah jatuh tempo kepada para kreditumya (pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 

Kepailitan) serta pemberlakuan jangka waktu penetapan pailit dari Pengadilan 

Niaga yang relatif singkat yaitu 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan 

pemyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan). 

Menurut ketentuan pasaJ J ayat (I) Undang-Undang Kepailitan, maka agar 

seorang debitur dapat dimohonkan pailit cukuplah apabila debitur tersebut tidak 

membayar utang kepada satu kreditur saja asalkan debitur yang bersangkutan 

memiliki dua atau lebih kreditur. Tidak lagi disyaratkan bahwa keuangan debitur 

harus telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, atau dengan kata 

lain keadaan keuangan debitur telah insolven. Dengan rumusan pasal I ayat (I) 

tersebut, maka perusahaan yang masih solven pun dapat saja dipailitkan. Dengan 

ketentuan tersebut ditambah dengan tidak disyaratkannya jumlall minimum 

piutang dari kreditur yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu 

sebagai akibat ketentuan bahwa putusan permohonan pernyataan pailit tidak 

diharuskan memperoleh persetujuan dari para kreditur mayoritas, maka tidak 

mustahil apabila debihtr dimohonkan pemyataan pailit oleh seorang pembantu 
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